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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi wisata alam 
Gunung Nona terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten 
Enrekang. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah 
Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, kemudian 
sebagai bahan pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten 
Enrekang guna meningkatkan pendapatan daerah, dan yang terakhir Sebagai literatur 
yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif field research dengan 
pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Data yang dikumpulkan akan menggunakan metode observasi serta wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi wisata alam Gunung Nona 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Enrekang dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kontribusi yang diberikan oleh UMKM yang  berada di kawasan wisata alam 
Gunung Nona dalam kurun waktu 5 tahun yakni 2013 sampai dengan 2017 belum 
maksimal. Pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang dalam Islam dibolehkan karena 
tidak adanya unsur paksaan dalam jumlah pajak yang harus dibayarkan dan 
berdasarkan kesepakatan bersama dari rata-rata pendapatan UMKM setiap bulannya. 
Dalam pengalokasiannya pun pajak yang dipungut tersebut akan dimasukkan dala 
APBD dimana anggaran tersebut merupakan untuk kepentingan umum. 











A.  Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan negara yang sejak dulu berusaha untuk terus 
melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian 
upaya yang berkesinambungan pada semua aspek kehidupan masyarakat suatu negara 
untuk menuju situasi yang lebih baik. Pembangunan nasional erat kaitannya dengan 
pertumbuhan ekonomi dimana kondisi ekonomi yang kuat akan mendorong 
pembangunan nasional yang lebih maju. Dengan demikian, untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang kuat pemerintah harus berusaha mengoptimalkan sumber-
sumber pendapatan yang dapat diandalkan. 
Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan suatu daerah. Dalam 
rangka pembangunan daerah dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah 
secara optimal. Peningkatan pendayagunaan potensi daerah membutuhkan pembiayaan 
yang cukup besar dan memerlukan sumber dana yang dapat diandalkan. Dalam 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan 
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
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peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari 
sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.1 
Otonomi Daerah membawa pengaruh positif bagi setiap daerah karena lebih 
leluasa untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk berupaya untuk memaksimalkan 
sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan 
Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, menetapkan Pajak dan 
Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam 
daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, bahkan 
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pajak dan Retribusi Daerah dimasukkan 
menjadi Pendapatan Asli Daerah.2 Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari 
sektor Pajak dan Retribusi Daerah, maka setiap daerah dapat menggali dan 
mengembangkan potensi sumber daya alam yang berupa objek wisata. Untunglah 
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan objek wisata dan budaya yang dapat 
diandalkan dari setiap daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.  
Pariwisata merupakan sektor yang berpengaruh positif terhadap pembangunan 
ekonomi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Selain salah satu sumber penghasil 
devisa yang cukup andal, pariwisata juga dianggap dapat menyerap tenaga kerja dan 
dapat mendongkrak kegiatan investasi. Untuk dapat mengembangkan sektor ini 
                                                             
1HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2005, hal. 23 
2Lihat, Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2013), hal. 2  
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pemerintah berupaya untuk melakukan pembenahan, mengadakan berbagai fasilitas 
penunjang, dan melakukan kegiatan promosi agar lebih menarik para wisatawan. 
Dalam Islam pariwisata disebut rihlah yang artinya aktivitas perjalanan dari suatu 
tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Dari sisi tujuannya ada empat kategori 
rihlah, yaitu rihlah tijarah (wisata bisnis); rihlah ilmiyah (wisata ilmiah); rihlah dakwah 
(wisata penyebaran agama); dan rihlah diplomasiyah (wisata kenegaraan atau 
diplomasi). Dalam al-Qur’an juga dikatakan bahwa manusia perlu melakukan rihlah 
guna menyaksikan dan mengambil pelajaran tentang segala penciptaan-Nya, 
kesudahan orang-orang terdahulu, berbagai budaya belahan dunia dan sebagainya. 
Salah satunya dijelaskan dalam surah al-Ankabut (29) ayat 20 : 
 
                                 
        
Terjemahnya:  
Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) 
memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. 
Sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu.3 
Ayat tersebut mengarahkan kita agar melakukan perjalanan dan mengambil 
pelajaran disetiap tanda-tanda yang dapat disaksikan melalui sesuatu yang diciptakan 
Allah, berbagai lapisan bumi dan benda-benda yang terkandung di dalamnya berupa 
lembah, gunung-gunung, oase-oase, daratan-daratan, hutan, pohin-pohon, buah-
buahan, lautan, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan adanya Sang Pencipta yang 
                                                             
3 Al-Qur’an dan Terjemahan, 29:20, hal. 398 
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apabila Dia berkata “Jadilah”, maka jadilah. 
Kabupaten Enrekang yang merupakan daerah dataran tinggi membuat daerah 
ini terkenal dengan wisata pegunungannya yang sedang mengembangkan sektor 
pariwisatanya. Salah satu wisata yang terkenal adalah wisata alam Gunung Buttu 
Kabobong atau yang lebih dikenal dengan nama Gunung Nona. Nama asli Gunung 
Nona adalah Gunung Buttu Kabobong, dimana kabobong dalam bahasa lokal berarti 
“sesuatu yang selayaknya disembunyikan”, itulah mengapa gunung tersebut lebih 
dikenal dengan nama Gunung Nona.  
Daya tarik pemandangan wisata alam ini membuat pemerintah mengelola 
Resting House yang berada disekitar wilayah Gunung Nona. Para wisatawan juga dapat 
menikmati pesona Gunung Nona sambil bersantai menyantap berbagai hidangan yang 
disediakan oleh beberapa rumah makan yang berjejer di sekitar gunung tersebut. Pada 
momen-momen tertentu, banyak pengunjung yang singgah untuk menikmati 
pemandangan ini sambil melepas penat. Jadi, tidak  selamanya kawasan wisata ini 
ramai pengunjung. Dalam hal ini, pemerintah pun melakukan pemungutan pajak 
terhadap para pemilik rumah makan dan penginapan yang berada di kawasan tersebut. 
Dikarenakan adanya pemungutan pajak dan kawasan ini merupakan kawasan wisata 
yang terkenal ada kemungkinan tempat ini memberikan kontribusi wisata yang cukup 
berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Berikut adalah Pendapatan Asli Daerah 








Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2016 
No Tahun Target Realisasi Persentase 
1 2012 Rp. 1.854.000.000 Rp. 2.999.321.102 161,78% 
2 2013 Rp. 2.041.000.593 Rp. 3.413.931.005 167,27% 
3 2014 Rp. 5.417.500.000 Rp. 6.071.708.609 112,08% 
4 2015 Rp 7.130.000.000 Rp. 7.340.370.536 102,95% 
5 2016 Rp. 7.737.000.000 Rp. 9.147.403.707 118,23% 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang (data diolah), tahun 2017 
    Tabel di atas menunjukkan penerimaan dari Pajak Daerah dimana realisasi 
pendapatan dari tahun ke tahun selalu mencapai bahkan melebihi target. Sumber 
penerimaan dari Pajak Daerah adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak 
reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, 
BPHTB. Total pajak tersebut merupakan hasil dari gabungan semua pajak sehingga 
tidak diketahui seberapa besar peran ikon Kabupaten Enrekang ini dalam memberikan 
kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini melatar belakangi peneliti mengambil 
judul : “Kontribusi Wisata Alam Gunung Nona terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Enrekang” 
 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu “Bagaimana kontribusi wisata alam Gunung Nona terhadap Pendapatan Asli 




C.  Definisi Operasional 
1. Kontribusi wisata 
Besarnya kontribusi wisata alam Gunung Nona terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Enrekang yang dihitung dengan rupiah dari tahun 2012-2016. 
Rumus yang digunakan yaitu 
𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐺𝑢𝑛𝑢𝑛𝑔 𝑁𝑜𝑛𝑎
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐴𝐷 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑔 . 
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Pajak Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2012-2016. 
 
D.   Kajian Pustaka 
Penelitian terdahulu yang menyangkut kontribusi wisata alam terhadap 
Pendapatan Asli Daerah: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dhina Handayani (2012) mengenai analisis 
pengaruh kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 
Ngawi tahun 2003-2010. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kontribusi rata-
rata pendapatan pariwisata menunjukkan kecenderungan menurun terhadap 
pendapatan daerah di Kabupaten Ngawi salama kurun waktu tahun 2003-2010 
yaitu sekitar 0,13% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan 
keadaan pariwisata di Kabupaten Ngawi yang masih kurang adanya 
pengelolaan dari pemerintah daerah, sehingga belum banyak wisatawan dan 
pengunjung dari luar daerah Kabupaten Ngawi yang mengetahui tempat-tempat 
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wisata di Kabupaten Ngawi yang potensial untuk dikunjungi. Dalam hal ini 
yang menyebabkan persentase kontribusi disektor pariwisata terhadap 
kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kecil dan mengalami 
penurunan sampai dengan tahun 2010. Pendapatan Asli Daerah merupakan 
pendapatan yang diterima dari potensi daerah yang berupa pajak milik daerah 
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah juga pendapatan daerah yang sah. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nining Yuningsih (2005) mengenai 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  melalui pengembangan potensi 
obyek wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Dari hasil 
penelitian tersebut dikatakan bahwa  pengembangan obyek wisata Pantai 
Pangandaran berpotensi dalam ikut mendukung Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Ciamis, walaupun tidak terlalu besar. Kontribusi pantai 
Pangandaran terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 25,21% 
pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp 2.685.720.083 pertahunnya. Retribusi 
parkir rata-rata meningkat sebesar 15.68% pertahunnya atau rata-rata sebesar 
Rp 589.779.867 pertahunnya.  Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah 
pendapatan retribusi obyek wisata pantai Pangandaran yang rata-rata meningkat 
sebesar 13,64% pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp2.685.720.083 
pertahunnya. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Kurnia Sari (2014) mengenai 
peranan retribusi obyek pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Gresik, studi kasus pada wisata religi Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik. 
Dari hasil penelitian tersebut dikemukakan bahwa kontribusi Pendapatan Asli 
Daerah khususnya untuk penerimaan pendapatan wisata Makam Sunan Giri 
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cenderung berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena tidak tentunya jumlah 
pengunjung setiap tahun. Dan dengan adanya kenaikan tarif yang awalnya 
Rp.500,00 pada tahun 2009-2010 menjadi 1.000,00 ditahun 2011-2013, hal ini 
juga menyebabkan kenaikan pendapatan retribusi Makam Sunan Giri yang 
memberikan kontribusi 22,15% terhadap PAD Kabupaten Gresik. Namun pada 
tahun 2012 terjadi penurunan kontribusi menjadi 18,71%, yang disebabkan 
proporsi jumlah PAD yang semakin besar dibandingkan tahun lalu padahal 
jumlah pengunjung dan pendapatan retribusi meningkat.  
4. Penelitian yang dilakukan Devilian Fitri (2014) mengenai pengaruh sektor 
pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir 
Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Tidak ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang ditunjukkan oleh nilai koefisien 
sebesar -0.947,  Karena nilai thitung  -1,189 < ttabel 1,943 dengan nilai 
signifikan 0.279 > α = 0.05, maka tolak Ha dan terima Ho. Artinya apabila 
jumlah wisatawan naik satu persen, maka tidak ada pengaruh terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua, Sarana akomodasi 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditunjukkan oleh nilai koefisiennya sebesar 
17689,924. Nilai koefisien ini signifikan karena nilai thitung 4,388> ttabel 
1,943 dan signifikan 0,005 < 𝛼𝛼 = 0,05 maka tolak H0 dan terima Ha. Artinya 
apabila sarana akomodasi naik satu persen, pendapatan asli daerah Kabupaten 
Pesisir Selatan akan naik sebesar 17.689,924 satuan. Ketiga, tempat belanja 
turis berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang 
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ditunjukkan oleh nilai koefisiennya sebesar 49.471,095. Nilai koefisien ini 
signifikan karena nilai thitung, 3,127 > ttabel sebesar 1,943 dengan nilai 
signifikan 0,020 < 𝛼𝛼 = 0,05 maka tolak H0 dan terima Ha. Artinya apabila 
tempat belanja turis naik satu persen, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Pesisir Selatan akan naik sebesar 49.471,095 satuan. Keempat, Jumlah 
wisatawan, sarana akomodasi dan tempat belanja turis secara bersamaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Pesisir Selatan, yang ditunjukkan oleh nilai Fhitung 24,657 > Ftabel 3,70 dan 
nilai signifikan 0,001 < 𝛼𝛼 = 0,05, maka tolak H0 dan terima Ha. Artinya 
jumlah wisatawan, sarana akomodasi dan tempat belanja turis mampu 
mempengaruhi varian pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,5 % dan sisanya 
dijelaskan oleh variabel lainnya. 
5. Penelitian yang dilakukan Yeni Ratnawati (2015), mengenai analisis 
kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai 
Timur. Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai analisis optimalisasi 
penerimaan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Kutai Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut :  Pertama, pengujian secara parsial 
menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten 
Kutai Timur dapat dijabarkan, dimana penerimaan sektor pariwisata pada tahun 
2009 berkontribusi terhadap PAD sebesar 1.54% . Pada tahun 2010 Kontribusi 
sektor pariwisata mengalami penurunan ditetapkan dengan angka 0.91%, 
dikarenakan tidak tercapainya target penerimaan sektor pariwisata. Pada tahun 
2011 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan angka 
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6.15%. Pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan dengan angka 0.56%, 
namun penerimaan naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 sektor 
pariwisata berkontribusi cukup signifikan dengan angka persentase 6.56% dan 
pada tahun 2014 sektor pariwisata terus mengalami peningkatan dengan 
berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur sebesar 8.12%. Kedua,   
berdasarkan tabel realiasi, realisasi penerimaan daerah sektor pariwisata , 
jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pajak hotel, pajak restoran, pajak 
hiburan, dan retribusi obyek wisata untuk tahun pengamatan 2009- 2014 
mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Ketiga, menurut 
analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa penerimaan daerah sektor 
pariwisata Kabupaten Kutai Timur dijelaskan sebesar 8,12% oleh jumlah 
wisatawan, tingkat hunian hotel, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan 
retribusi obyek wisata.   
 
E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi 
wisata alam Gunung Nona terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
Kabupaten Enrekang. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan 
evaluasi pemerintah Kabupaten Enrekang untuk pengembangan pengelolaan wisata 









A.     Pariwisata 
Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat pada 
momen-momen tertentu atau hanya sebagai kegiatan untuk merelaksasi diri dari 
rutinitas. Ada beberapa pengertian pariwisata, pertama, menurut Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah 
dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan 
yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multi disiplin 
yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi 
antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan,pemerintah, 
pemerintah daerah dan pengusaha. 
Kedua, menurut UN-WTO ada tiga elemen dasar dalam pengertian pariwisata secara 
holistik yaitu : 
1. domestic tourism (residen/penduduk yang mengunjungi / mengadakan 
perjalanan wisata dalam wilayah negaranya). 
2. inbound tourism (non-residen/bukan penduduk yang mengadakan perjalanan 
wisata, masuk ke negara tertentu). 
3. outbound tourism (residen/penduduk yang melakukan perjalanan wisata ke 
negara lain). 4 
 
Adapun jenis pariwisata dapat ditentukan salah satunya berdasarkan tujuan dalam 
berpariwisata antara lain: 
1. Wisata Liburan (Holiday Tour) 
2. Wisata Pengenalan (Familiarization Tour) 
3. Wisata Pendidikan (Educational Tour) 
                                                             
4 Tim Peneliti Lembaga Penelitian Unswagati Cirebon, Kajian Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah Melalui Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kuningan., 2012, hal. 17 
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4. Wisata Pengetahuan (Scientific Tour) 
5. Wisata Keagamaan (Religi Tour) 
6. Wisata Kunjungan Khusus (Special Mission Tour)5 
 Wisata liburan merupakan suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan 
diikuti oleh anggota guna berlibur, bersenang-senang dan menghibur diri. Pada akhir 
pekan atau hari libur lainnya merupakan momen bagi keluarga untuk berlibur setelah 
pada hari-hari sebelumnya melakukan rutinitas. Wisata pengenalan merupakan suatu 
perjalanan yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang 
mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. Selain itu, ada juga wisata pendidikan yaitu 
suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi 
perbandingan, ataupun mengenai bidang kerjanya. 
 Wisata pengetahuan merupakan perjalanan wisata yang tujuan pokoknya 
adalah untuk memperoleh pengetahuan, misalnya menyelidiki kehidupan komodo, 
orang utan, dan sebagainya. Dalam agama juga dikenal wisata keagamaan, dimana 
wisata ini merupakan perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk melakukan ibadah 
keagamaan. Dan yang terkahir wisata kunjungan khusus merupakan suatu perjalanan 
wisata yang dilakukan dengan maksud khusus. 
 Pariwisata tidak hanya sebagai tempat berlibur atau tempat berkunjung. 
Pariwisata juga memberikan kontribusi dibidang ekonomi. Ada banyak dampak positif 
pariwisata bagi perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Pendapatan dari penukaran valuta asing 
2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri 
3. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata 
4. Pendapatan pemerintah 
5. Penyerapan tenaga kerja 
6. Multiplier effects6 
                                                             
5Indah Murni Mahardini, Anjuran Berwisata Dalam Al-Qur’an dan Implikasi Wisata Ziarah Terhadap 
Pembenahan Akhlak Manusia, Skripsi, 2015, hal. 27 
6Tim Peneliti Lembaga Penelitian Unswagati Cirebon, Kajian Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah Melalui Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kuningan., 2012, hal. 33 
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Dampak positif pertama pariwisata dibidang ekonomi yang pertama adalah 
pendapatan dari penukaran valuta asing. Hal ini terjadi ketika wisatawan asing dating 
berkunjung. Walau di beberapa Negara pendapatan dari penukaran valuta asing tidak 
begitu besar, namun beberapa Negara, misalnya New Zealand dan Australia, 
pendapatan dari penukaran valuta asing ini sangat besar nilainya dan berperan secara 
sangat signifikan. Bahkan untuk New Zealand pada tahun 90-an menempati peringkat 
pertama sumbangannya, yaitu 2.277 miilyar NZD dibandingkan sumbangan industri 
daging (2.195 milyard NZD), wool (1.811 milyard NZD), susu dan turunannya (1.733 
milyard NZD) (Leiper, 1990 : 228). 
Dampak positif kedua yaitu menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. 
Surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca 
perdagangan menjadi semakin sehat. Hal ini akan mendorong suatu negara mampu 
mengimpor beragam barang, pelayanan dan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakatnya. 
Dampak positif selanjutnya, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata. 
Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan 
sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan 
yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan yang banyak merupakan 
pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan juga mendapat penghasilan jika 
mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan di sektor 
pariwisata sangat beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, 
karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia 




Pendapatan dari hasil kerja di usaha pariwisata merupakan dampak sekunder 
sedangkan dampak primernya berupa pendapatan bisnis organisasi atau perusahaan 
serta pendapatan devisa negara. Bagi perusahaan, pendapatan primer inilah yang 
dipakai untuk membayar gaji dan upah pekerjanya, serta berupa deviden bagi pemilik 
usaha. 
Dampak positif yang keempat adalah pendapatan pemerintah. Pemerintah 
memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Beberapa negara di 
dunia, termasuk Indonesia, telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap 
pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah negara manapun menaruh 
perhatian besar untuk berusaha menarik sebanyak-banyaknya wisatawan asing untuk 
berlibur ke negaranya.  
Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak. 
Sebagai contoh, pengenaan pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari 
keuntungan usaha pariwisata hotel dan restoran tersebut. Sumber lain bisa berupa usaha 
pariwisata yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Pemerintah juga mengenakan pajak 
secara langsung kepada wisatawan jika mereka melakukan transaksi yang tergolong 
kena pajak. Biasanya dibanyak negara dikenal sebagai service tax, yang umumnya 
sebesar 10% untuk transaksi di hotel dan restoran. Pajak ini berbeda dari pajak yang 
sumbernya dari keuntungan hotel dan restoran yang diuraikan sebelumnya. 
Dampak positif selanjutya adalah penyerapan tenaga kerja. Banyak individu 
menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Baik sektor pariwisata maupun 
sektor-sektor lain yang berhubungan dengan sektor pariwisata tidak dapat dipungkiri 
merupakan lapangan kerja yang menyerap begitu banyak tenaga kerja. 
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Dampak positif yang terakhir yaitu Multiplier effects. Efek multiplier merupakan 
efek ekonomi yang ditimbulkan kegiatan ekonomi pariwisata terhadap kegiatan 
ekonomi secara keseluruhan suatu wilayah (daerah, negara) tertentu. Jika seorang 
wisatawan mengeluarkan 1 USD atau mungkin 1.000 USD, uang tersebut akan menjadi 
pendapatan bagi penerimanya, misalnya pemilik toko souvenir. Pemilik toko souvenir 
tersebut memakai uang tersebut seluruhnya atau sebagian untuk membeli bahan-bahan 
kerajinan souvenir-nya untuk dijual kembali di tokonya, membayar gaji karyawan 
tokonya, membayar pajak, listrik, air dan seterusnya. 
Penerima uang dari pemilik toko souvenir ini kembali menjadi sumber 
pendapatan bagi pihak lain. Ini adalah perputaran uang yang ketiga setelah wisatawan 
- pemilik toko - pemilik bahan kerajinan, karyawan, dan lainnya. Semakin panjang 
perjalanan uang tersebut, jumlahnya akan semakin mengecil karena mungkin 
sebagaian dari pendapatan tersebut disimpan atau ditabung oleh masing-masing pihak, 
atau bahkan mungkin keluar dari perputaran aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. 
Sebagai contoh, pemilik hotel dan restoran dengan jaringan internasional seringkali 
tidak berasal dari warga negara di tujuan wisata tetapi berasal dari luar negeri sehingga 
hal ini menimbulkan kebocoran ekonomi (economic leakage). 
Rasio antara total pengeluaran dari setiap putaran ekonomi dibanding dengan 
jumlah asli atau permulaan yang dikeluarkan oleh wisatawan dinamakan multiplier. 
Dari contoh di atas, jika pengeluaran wisatawan yang 1.000 USD mampu mendorong 
berputarnya mesin ekonomi sejauh tiga tahapan seperti di atas, dengan total 
pengeluaran dari ketiga tahap tersebut 1.250 USD, maka dikatakan memiliki efek 





B.     Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Undang-undang Pasal 1 angka 18 nomor 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa:  
Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan 
menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi 
yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai 
keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui 
besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada 
masyarakat daerah tertentu.7 
Terdapat beberapa jenis sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber penerimaan 
daerah. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 
1.  Pajak Daerah 
2. Retribusi Daerah 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
4. Lain-lain PAD yang sah8 
Sumber pertama yaitu Pajak Daerah. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak 
dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah: 
Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.  
                                                             
7Baihaqi, Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, Jurnal 
Akuntansi Vol. 1 No. 3, 2011, hal 248 
8Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi, 




Jenis pajak daerah untuk provinsi antara lain: 
a. Pajak kendaraan bermotor; 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor; 
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 
d. Pajak rokok. 9 
Sedangkan jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota terdiri dari: 
a. Pajak hotel; 
b. Pajak restoran; 
c. Pajak hiburan; 
d. Pajak reklame; 
e. Pajak penerangan jalan; 
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan; 
g. Pajak parkir; 
h. Pajak air tanah; 
i. Pajak sarang burung walet; 
j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; 
k. Bea perolehan ha katas tanah dan bangunan. 10 
Sumber selanjutnya adalah Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan 
daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain pajak daerah, sumber 
Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada 
terbentuknya Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Menurut Undang-
Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud 
dengan retribusi adalah  
Pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA oleh kepentingan orang 
pribadi atau badan, jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan 
adanyaretribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. 
  
                                                             
9Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta:2013, hal. 13 
10Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta:2013, hal. 13 
18 
 
Retribusi juga terbagi atas beberapa jenis. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi tiga golongan, yaitu : 
1) Retribusi Jasa Umum  
2) Retribusi Jasa Usaha 
3) Retribusi Perijinan Tertentu. 
Jenis Retribusi Daerah yang pertama adalah Retribusi Jasa Umum. Jasa yang 
dimaksud merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut: 
a. Retribusi pelayanan kesehatan; 
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 
c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil; 
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat; 
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 
f. Retribusi pelayanan pasar; 
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta; 
j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedetan kakus; 
k. Retribusi pengolahan limbah cair; 
l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; 
m. Retribusi pelayanan pendidikan; dan 
n. Retribusi pengedalian menara telekomunikasi.11 
Jenis Retribusi Daerah yang selanjutnya adalah Retribusi Jasa Usaha. Jasa yang 
bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh 
sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai 
Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.  
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain: 
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 
b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; 
c. Retribusi tempat pelelangan; 
d. Retribusi terminal; 
e. Retribusi tempat khusus parkir; 
f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 
                                                             
11 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta:2013, hal. 16 
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g. Retribusi rumah potong hewan; 
h. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal; 
i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 
j. Retribusi penyeberangan di atas air; dan 
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 12 
Jenis Retribusi Daerah yang terakhir adalah Retribusi Perijinan Tertentu. 
Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah 
dalam rangka asas desentralisasi. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu: 
a. Retribusi izin mendirikan bangunan; 
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 
c. Retribusi izin gangguan; dan 
d. Retribusi izin trayek. 13 
Hasil Kekayaan daerah yang Dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 
dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran 
belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, 
dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan 
daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan 
yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan 
utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan 
ke arah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional 
umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju 
masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, “dalam batas-batas tertentu pengelolaan 
perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada 
prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.”14 
                                                             
12 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta:2013, hal. 17 
13 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta:2013, hal.17 
14Arbie Gugus Wandira, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada 
Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012), Skripsi 2013, hal. 26 
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Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ini mencakup: 
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD); 
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN); 
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 
kelompok usaha masyarakat.15 
Sumber terkahir yaitu Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah 
yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Jenis-jenis Lain-Lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah terdiri dari: 
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
b. Jasa giro; 
c. Pendapatan bunga; 
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 
e. Penerimaan komisi dari pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 
f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing; 
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 
h. Pendapatan denda pajak; 
i. Pendapatan denda rettribusi; 
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 
k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 
l. Pendapatan dari pengembalian; 
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan 







                                                             
15Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi, 
Jakarta:2002, hal. 73 
16Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi, 
Jakarta:2002. hal. 74 
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C.     Pariwisata dalam perspektif Islam 
Menurut bahasa Arab, kosa kata untuk berpergian atau melakukan perjalanan 
khusus bersang-senang disebut rihlah . Berbeda dengan safar yang berarti bepergian 
untuk tujuan yang lebih umum. “Kata rihlah ini juga telah disinggung Al-Qurán sebagai 
lambang rutinitas orang Quraisy yang biasanya melakukan perjalanan di musim dingin 
dan musim panas.”17 
 
Menurut pandangan Islam, Pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual 
tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri. 
Kenyataan ini telah membuat Negara Saudi Arabia memetik banyak keuntungan 
baik secara material mapun statusnya sebagai sebuah negara yang memiliki 
tempat yang dianggap suci oleh kaum muslim yakni Mekah dan Madinah.18  
Di Negara lain pun seperti Indonesia merupakan negara yang begitu banyak 
memiliki pemandangan seperti gunung, sungai, laut dan berbagai ciptaan yang indah 
lainnya. Dalam al-Qur’an juga telah dijelaskan tentang penciptaan Allah sebagaimana 
pada surah an-Naml (27:61): 
                               
            
Terjemahnya: 
Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang 
menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-
gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua 
laut? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) 
kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.19 
 
 
                                                             
17 Shofwan Karim, Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Islam, Tajdid, Vol. 16, No.1; Juli 2013 , hal. 119 
18 I Gusti Bagus Rai Utama, Pariwisata Menurut Pandangan Islam dan Muslim, Jurnal 2011, hal. 3 
19 Al-Qur’an dan Terjemahan, (27:61), hal. 382 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. telah menciptakan bumi sebagai 
tempat menetap yang kokoh, tenang, tidak bergerak serta tidak bergoyang 
mengguncangkan penduduknya, tidak pula menggetarkan mereka. Karena andaikata 
bumi selalu berguncang dan bergetar, tentulah tidak akan enak hidup di bumi dan tidak 
layak untuk kehidupan. Bahkan tidaklah demikian, Allah menjadikan bumi sebagai 
karunia dan rahmat-Nya menghampar lagi tetap, tidak bergetar dan tidak bergerak. 
Melalui ayat ini pariwisata dianjurkan agar manusia mengambil hikmah dari segala 
ciptaan Allah swt.  
Walaupun banyak kenyataan yang cenderung mengarahkan Islam itu menerima 
pariwisata sebagai sesuatu yang dapat diterima, namun dalam kenyataannya dalam 
pariwisata banyak hal yang sangat bertentangan dengan etika dan moralitas kaum 
muslim. Pariwisata banyak bertoleransi dengan pakaian minim atau tak senonoh jika 
berhubungan dengan wisata pantai, fasilitas bar yang menyajikan minuman beralkohol, 
dan banyak lagi ke-“nazisan” atau hal-hal tidak sesuai dengan kaidah Islam.20 
Jadi, pandangan agama akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan 
dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Dan sebaliknya agama akan 
berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan 
manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari 
ketentuan syariat. Wisata yang menyimpang pasti bertentangan dengan agama. 
Terhadap hal ini, agama apa pun mengharamkannya. Lebih dari itu, pariwisata dapat 
pula menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai 
                                                             
20 I Gusti Bagus Rai Utama, Pariwisata Menurut Pandangan Islam dan Muslim, Jurnal 2011, hal. 4 
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nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi.21 Melalui pariwisata juga diharapkan dapat 
mengingatkan manusia pada penciptanya dan mencapai ketenangan hati dengan 
memandang ciptaan-Nya yang begitu indah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah 
ar-Ra’du (13:28): 
                          
Terjemahnya: 
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.22 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah swt hati 
manusia menjadi tentram yang sebenar-benarnya tentram. Orang-orang yang memiliki 
iman di dalam hatinya akan merasa tentram jika dia mengingat Alllah swt. 
 
D.     Pajak dalam Perspektif Islam 
Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan 
kepada Negara, propinsi, kota praja dan sebagainya. Pemungutan pajak menjadi 
konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai 
pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan 
asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Untuk kebanyakan Negara, pajak 
merupakan salah satu devisa dalan menunjang keberhasilan pembangunan nasional.23  
                                                             
21 Shofwan Karim, Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Islam, Tajdid, Vol. 16, No.1; Juli 2013 , hal. 123 
22 Al-Qur’an dan Terjemahan, (13:28), hal.252 
23Muhammad Turmudi, Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan 
Zakat), Jurnal al-Adl 8 no. 1 Januari (2015);  hal. 129.  
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Menurut Undang-Undang pasal 1 No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata cara Perpajakan menjelaskan bahwa: 
 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Menurut sejarah Islam mengenai pajak ini mulai berlangsung pada masa 
sahabat yaitu pada masa Umar bin Khattab. Itu pun terbatas pada pajak yang wajib 
dibayarkan oleh warga Negara non-Muslim yang menggarap tanah Negara. Namun, 
dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menentukan pajak yang jumlahnya cukup 
besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi 
pengeluaran Negara selama masa darurat yang disebut dengan nawaib. Dan hal ini 
pernah terjadi pada masa perang Tabuk.  
Nawaib hanya diberlakukan Rasulullah pada kondisi tertentu seperti ketika 
kekurangan biaya untuk pembiayaan perang seperti yang terjadi pada perang Tabuk. 
Jadi pemberlakuan pajak dalam sejarah Islam menurut sejarah yang dapat dipercayai 
mulai terjadi pada masa Umar bin Khattab.24  
Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas 
harta selain zakat. Sebagian ulama terutama para fuqaha berpendapat bahwa zakat 
adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barangsiapa telah menunaikan 
zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai 
hadis Rasulullah. Dan di antara hadis yang menerangkan bahwa tidak ada hak dalam 
harta kecuali zakat. 
                                                             




 ِِِبْع َّشلا ْنَع َةَزَْحَ بَِأ ْنَع ٍكِيرَش ْنَع َمَدآ ُنْب َيََْيَ اَن َث َّدَح ٍدَّمَُمُ ُنْب ُّيِلَع اَن َث َّدَح  ِِْنب  ََمِماَا ْنَع 
 َح ِلاَمْلا فِ َسَْيل ُلوُق َي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّبَّنلا ِنِْع َت ُهْتَع َِسَ اَه َْنأ ٍسْي َق  َوِس ٌّ ق ِةاَكَّزلا 
Artinya: 
 
Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Syarik dari Abu Hamzah dari 
Sya'bi dari Fatimah binti Qais bahwasanya ia pernah mendengarnya, yakni Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidak ada hak dalam harta 
kecuali zakat.” 25 
Menurut Syaikh al-Bani mengenai hadis di atas beliau mengatakan bahwa hadis 
di atas da’if (lemah) yang di mana salah satu perawinya munkar.26 Kemudian terdapat 
pula hadis: 
 َُمُ اَن َث َّدَح َلَاق َقَحْسِإ ِنْبا ْنَع َءَارْغَم ِنْبا ْنَع ُناَّطَقْلا َِّللَّا ِدْبَع ُنْب ُدَّم  ِنِْع َي َساَّنلا ُرُشْع َي يِذَّلا
 ِسْكَمْلا َبِحاَص 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Qaththan dari 
Ibnu Maghra`, dari Ibnu Ishaq ia berkata; orang yang mengambil sepersepuluh 
dari orang-orang maka adalah mengambil pajak secara zhalim.27  
Hadis tersebut pun menurut syaikh al-Bani dinilainya maqhtu’.28 Hadis 
selanjutnya: 
 َِزي ْنَع  ََعِيَلَ ُنْبا اَن َث َّدَح َلَاق ٍدِيعَس ُنْب  َُب ْ ي َت ُق اَن َث َّدَح ِنْب َدي  َلَاق ِْيَْْلْا بَِأ ْنَع ٍبِيبَح بَِأ  َضَرَع
 َروُشُعْلا ُهَِِيلَو ُي ْنَأ  ٍِبَثَ ِنْب ِعِفْيَوُر ىَلَع َرْصِم ىَلَع ًايَِْمأ َناََكو ٍدََّلُمُ ُنْب  َُمَلْسَم   ُْع َِسَ ِِنِّإ َلاَق َا
 ِإ ُلوُق َي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر ِراَّنلا فِ ِسْكَمْلا َبِحاَص َّن 
                                                             
25Ibn Majah Abu ‘Abdullah ibn Yazid al-Qazwini, Sunan ibn Majah, Juz I (t.t; Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 
t.th), hal. 570.  
26Sahib ‘Abd al-Jabbar, al-Musnad al-Maudu’I al-Jami’ lil Kutub al-‘Asyarah, Juz XIII (t.t, t.tp, 2013), hal. 424.  
27Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn ‘Amr al-Azdi al-Sijistan, Sunan Abi 
Dawud, Juz III (Beirut; al-Maktabah al-‘Isriyyah, t.th), hal. 133.  
28Sahib ‘Abd al-Jabbar,  al-Musnad al-Maudu’I al-Jami’ lil Kutub al-‘Asyarah, Juz IV, hal. 300. Kemudian adapun 
pengertian hadis maqtu’ adalah apa yang disandarkan kepada tabi’in atau selainnya baik itu dari perkataan maupun 
dari segi perbuatannya. Lihat Mahmud Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis (Cet. VIII; Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 




Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata; telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al 
Khair berkata; Maslamah bin Mukhallad waktu itu dia adalah seorang Amir di 
Mesir menawarkan kepada Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari untuk mengurus 
harta Al usyur (sepersepuluh yang diwajibkan pada harta dagangan), dia 
berkata; saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
“Orang yang memungut cukai itu di neraka.”29 
Hadis tersebut menurut syaikh al-Bani adalah hadis da’if. 30  
Sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf al-Qardawi dengan penelitian yang 
seksama, Nampak dengan jelas bahwa kebanyakan hadis-hadis yang mencela al-maks 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Adapun hadis-hadisnya yang sahih, 
maka tidak mengandung penegasan tentang larangan memungut pajak secara mutlak. 
Sebab kata al-maks tidak memiliki satu makna tertentu, sehingga bisa saja diartikan 
sebagai pajak atau pemungutan sewenang-wenang yang mendominasi dunia pada masa 
munculnya Islam. Pajak seperti itu dipungut secara tidak hak dan alokasikan untuk hal-
hal yang tidak benar, pembebanan pajak semacam ini tidak pula dilakukan secara tidak 
adil dan pemanfaatannya pun bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk 
kepentingan dan hawa nafsu para raja dan kaki kanannya.31 
Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban 
lain selain zakat. 32 Dalilnya adalah firman Allah dalam QS al-Baqarah (2:177): 
 
 
                                                             
29Abu ‘Abdullah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Juz 
XXVIII (Cet. I; t.t: Mu’assasah al-Risalah, 1421 H/ 2001 M), hal. 211.  
30Zain al-Din Muhammad dipanggil ‘Abd al-Ra’uf ibn Taj al-‘Arifin ibn ‘Ali ibn Yazid al-‘Abidin al-Haddadi, Faid 
al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Sagir, Juz II (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tajarih al-Kubra, 1356 H), hal. 456.  
31A. Malik Madaniy, Pajak Dalam Perspektif Fiqh Islam, al-Jami’ah no. 56 (1994), hal. l31.  
32Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Kenegaraan (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashih an Mushaf al-Qur’an, 1432 
H/ 2011 M), hal. 328.  
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                                   
                               
                            
                         
Terjemahnya: 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 
Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; 
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; 
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang 
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka 
Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa.33 
 Terdapat kata-kata “memberikan harta yang dicintainya” pada ayat tersebut 
dimana artinya seseorang telah melakukan kebajikan ketika menyedekahkan harta yang 
dicintai dan disenanginya yang membolehkan adanya kewajiban selain zakat. Juga 
firman Allah dalam QS al-An‘am (6:141): 
                                   
                                     
           
Terjemahnya: 
Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 
makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada 
fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang yang berlebih-lebihan.34 
                                                             
33 Al-Qur’an dan Terjemahan, (2:177), hal. 27 
34 Al-Qur’an dan Terjemahan, (6:141), hal. 146 
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Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam kata-kata “tunaikanlah haknya di 
hari memetik hasilnya” terdapat adanya hak lain diluar zakat. Abdullah ibnu Mubarak 
dan lainnya meriwayatkan dari Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman, dari Ata ibnu Abu 
Rabah bahwa “Pemilik hendaknya memberikan sebagian yang mudah dari hasil 
panennya dalam jumlah yang tidak banyak diberikan kepada orang-orang yang hadir, 
tetapi pemberian bukan zakat.” Mujahid mengatakan, “apabila ada orang-orang miskin 
menghadiri panenmu, hendaklah engkau memberi sebagiannya kepada mereka.”35 
Jalan tengah dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta 
yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya 
keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak. 
Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadi Abu Bakar Ibnu al-‘Arabi, Imam Malik, 
Imam Qurtubi, Imam al-Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.36 Kemudian dalam 
kaidah fiqih di katakan:  
هبلاإ بجاولا متي لاام  
Artinya: 
Sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka 
sesuatu itu wajib. 
37
 
Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan 
utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak cukup untuk 
membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka 
                                                             
35 www.ibnukatsironline.com, diakses Pukul 14.50 tanggal 11 Maret 2018 
36Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Kenegaraan, hal. 329.  
37Majd al-Din ‘Abdussalam ibn Taimiyyah, al-Maswadah fi Usul al-Fiqh (t.t; Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th), hal. 60.  
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akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu 
kewajiban. 
Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan 
karena ada kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi 
rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para 
tentara, gaji pegawai, hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang 
merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, tetapi negara 
berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi syarat: 
1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan 
secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. 
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka 
yang wajib membayarnya. 
Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan 
bahwa  yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan 
spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi 
tiga kriteria:  
1. Pajak dikenankan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan 
untuk merealisasikan maqasid (tujuan) syariah. 
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat 
untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang 
yang mampu membayar. 
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang 
karenanya pajak diwajibkan38 
 
                                                             
38Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Kenegaraan, hal. 330.  
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Istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-daribah yang artinya adalah 
beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah 
zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara 
bahasa maupun tradisi, daribah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak 
arti, namun para ulama memakai ungkapan daribah untuk menyebut harta yang 
dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. 
Sedangkan kharaj berbeda dengan daribah, karena kharaj merupakan pajak yang 
objeknya adalah tanah (taklukkan) dan subjeknya adalah non muslim. Sementara 
“jizyah objeknya adalah jiwa (nafs) dan subjeknya adalah juga non muslim.”39 
Sumber utama pendapatan negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
Tabel 2.1 







Subjek Objek Tarif 
Tujuan 
penggunaan 
1 Ganimah Tidak resmi 
Non-
muslim 
Harta Tertentu 5 kelompok 




Tidak resmi Muslim 
Hasil 
pertanian/dagang 
Tetap 8 kelompok 




































                                                             
39Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Kenegaraan, hal. 330-331.   
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Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf merumuskan sumber-sumber 
keuangan yang berfungsi untuk menutupi kebutuhan umum. Menurutnya sumber 
keuangan kekuasaan (Negara Islam) antara lain adalah; (1) zakat, dengan berbagai 
ragamnya, (2) pajak tanah pertanian (kharaj), (3) pajak perorangan yang diambil dari 
ahl kitab (jizyah), (4) bea cukai (pajak) yang diambil dari barang-barang yang diimpor 
ke Negara Islam, (5) seperlima dari harta rampasan dan (6) warisan yang tidak ada ahli 
warisnya.40 Selain itu, negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu 
dari benda-benda (kafarat), hibah, hadiah, dan lain-lain yang dterima secara tidak tetap. 
Adapun pengertian pajak menurut Yusuf al-Qardawi adalah kewajiban yang 
ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan 
ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan 
sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh 
Negara.41 Abdul Qadim berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah 
SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos 
pengeluaran yang memang yang diwajibkan atas merek, pada kondisi baitul mal tidak 
ada uang/harta. 
Dari berbagai definisi tersebut, tampak bahwa definisi yang dikemukakan ileh 
Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi 
yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu: 
 
                                                             
40Endang Rumaningsih, Prospek Integrasi Zakat Dengan Pajak, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam  2 
no. 2 November (2010); hal. 20. 
41Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Kenegaraan, hal. 331.  
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1) Diwajibkan oleh Allah subhanauwata’ala 
2) Objeknya harta 
3) Subjeknya kaum muslim yang kaya 
4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka 
5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera 
diatasi oleh Ulil Amri 
Adapun karakteristik pajak (daribah) menurut syariah, yang hal ini 
membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:  
1) Pajak (daribah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh 
dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang.  
2) Pajak (daribah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan 
kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk 
pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 
3) Pajak (daribah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. 
4) Pajak (daribah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut 
dari selainnya. 
5) Pajak (daribah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang 
diperlukan, tidak boleh lebih. 
6) Pajak (daribah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. 42 
Pajak dalam Islam tidak boleh bersifat kontinu dan bias dihapus ketika sudah 
tidak diperlukan. Sedangkan dalam pajak konvensional pajak itu bersifat selamanya 
(abadi). Teori pajak konvensional juga tidak membedakan muslim dan non-muslim 
dengan alasan tidak adanya diskriminasi. Pajak konvensional juga kadangkala 
dipungut atas orang yang kurang mampu seperti Pajak Bumi dan Bangunan.  
Adapun manfaat pajak, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang 
dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dalam hal pembiayaan pembangunan, 
sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat 
dilaksanakan. Dana pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan 
                                                             
42Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Kenegaraan, hal. 332-333. 
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rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara mulai 
dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dapat menikmati fasilitas atau pelayanan 
dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak 
juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, 
membayar utang negara ke luar negeri, membantu usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) baik dalam hal pembinaan maupun permodalan. 
Pajak yang diambil dari masyarakat juga dapat digunakan pendanaan fasilitas 
umum yang di antaranya meliputi: 
a) Pembangunan saranan umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari 
jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas. 
b) Pertahanan dan keamanan mulai dari bangunan, senjata, perumahan sampai 
gaji-gajinya. 
c) Subsidi pangan dan bahan bakar minyak 
d) Kelestarian lingkungan hidup dan budaya 














A.    Jenis dan lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif field research, yaitu peneliti 
harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat 
menghayati langsung keadaan sebenarnya. Penelitian ini  dilaksanakan di Kecamatan 
Anggeraja, kawasan Gunung Nona, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. 
 
  
B.      Pendekatan Penelitian 
  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peenelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini dimaksudkan agar memperoleh 
gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentan objek 
yang diteliti. 
 
C.     Jenis dan sumber data 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data, dalam hal ini adalah para 
pemilik Usaha kecil Menengah Masyarakat. Data sekunder yang digunakan adalah data 




D.     Populasi 
Populasi penelitian yang dimaksud adalah seluruh UMKM yang ada dikawasan 
Gunung Nona yang berjumlah 19 dan Resting House yang merupakan milik 
pemerintah. 
 
E.   Metode Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan akan menggunakan metode observasi serta wawancara 
langsung dengan para pedagang, pemilik rumah makan dan restoran, serta pengelola 
resting house dengan menggunakan kuesioner. Selain itu juga menggunakan metode 
telaah dokumen yang diperoleh dari kantor BAPENDA Kabupaten Enrekang. 
 
F.   Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Tehnik pengolahan 
Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka 
proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh 
terstruktur, efektif, dan mudah dipahami. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan 
data adalah sebagai berikut: 
 
a. Editing 
 Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-
berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Proses ini bertujuan 
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untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan 
data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga dapat menimalisir kesalahan data. 
b. Klasifikasi 
  Setelah proses edit selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah 
pengklasifikasian atau pengelompokan data. 
c. Mengolah Data 
 Data yang telah dikelompokkan kemudian diolah dan dimasukkan ke dalam 
rumus kontribusi :  
𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐺𝑢𝑛𝑢𝑛𝑔 𝑁𝑜𝑛𝑎
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐴𝐷 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑔  
d. Konklusi 
  Proses ini merupakan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang diolah 
sehingga mampu menjawab masalah terkait objek penelitian yang dilakukan peneliti. 
2. Analisis data 
Data yang terkumpul kemudian direduksi, artinya diseleksi, disederhanakan, dan 
dipilih data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya disusun secara sistematis 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil Kabupaten Enrekang 
 
Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU' yang artinya 
meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEG 
yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. 
Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam 
Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis 
sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan 
sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari 
gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil ± 85% dari 
seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 km². 
 
1. Geografis 
Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014’36” – 3050’0” 
Lintang Selatan dan antara 119040’53” – 12006’33” Bujur Timur. Sedangkan 
ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. 
Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah: 
- Sebelah Utara  : Kabupaten Tana Toraja 
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu 
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap 
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang 
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Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km2 atau sebesar 2,83 % dari luas Propinsi 
Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan 
terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah 
desa/kelurahan.43 Berikut rincian 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang: 
Tabel 4.1 
Luas Wilayah Kabupaten Enrekang Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016 
 
No. Kecamatan Luas wilayah (km2) Persentase (%) 
1. Maiwa 392.87 21.99 
2. Bungin 236.84 13,26 
3. Enrekang 291.19 16,30 
4. Cendana 91.01 5,10 
5. Baraka 159,15 8.91 
6. Buntu Batu 126.65 7,09 
7. Anggeraja 125.34 7,02 
8. Malua 40.36 2,26 
9. Alla 34.66 1,94 
10. Curio 178.51 9,99 
11. Masalle 68.35 3,83 
12. Baroko 41.08 2,30 
 Kabupaten Enrekang 1786.01 100,00 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017 
 Setiap kecamatan juga terdiri dari beberapa desa/kelurahan yakni, Kecamatan 
Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Bungin 6 desa, Kecamatan Enrekang 18 desa, 
Kecamatan Cendana 7 desa, Kecamatan Baraka 15 desa, Kecamatan Buntu Batu 8 
                                                             
43 Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017, hal. 9 
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desa, Kecamatan Anggeraja 15 desa, Kecamatan Malua 8 desa, Kecamatan Alla 8 desa, 
Kecamatan Curio 11 desa, Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.44 
2. Jumlah Penduduk 
Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 
sebanyak 201.614 jiwa yang terdiri atas 101.197 jiwa penduduk laki-laki dan 100.417 
jiwa penduduk perempuan.45 Berikut tabel mengenai penduduk di Kabupaten Enrekang 
yang dirincikan per kecamatan tahun 2016. 
Tabel 4.2 
Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang per Kecamatan Tahun 2016 
No. Kecamatan Penduduk Enrekang Per Kecamatan (Jiwa) 
1. Maiwa 24.782 
2. Bungin 4.452 
3. Enrekang 32.221 
4. Cendana 8.833 
5. Baraka 22.455 
6. Buntu Batu 13.602 
7. Anggeraja 25.330 
8. Malua 8.166 
9. Alla 22.201 
10. Curio 16.108 
11. Masalle 12.881 
12. Baroko 10.583 
 Jumlah 201.614 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang 2017 
                                                             
44 Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017, hal. 14 
45 Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017, hal. 86 
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 Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2016 mencapai 112,9 
jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan 
penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi 
terletak di Kecamatan Alla dengan kepadatan sebesar 640,5 jiwa/km2 dan terendah di 
Kecamatan Bungin sebesar 18,8 jiwa/km2.46 
3. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang      
 Terdapat berbagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 
Enrekang. Sumber ini dari tahun ke tahun terdapat perubahan, ada yang ditambah 
sumbernya dan ada yang dihilangkan atau tidak lagi dipungut pajaknya karena tidak 
lagi memenuhi syarat untuk dipunguti atau sudah tidak adalagi objek pajaknya atau 













                                                             




Sumber Penerimaan PAD Kabupaten Enrekang 2013 – 2017 
No. Jenis Pendapatan Asli Daerah 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 
A. Pajak Daerah 
1. Pajak Hotel √ √ √ √ √ 
2. Pajak Restoran √ √ √ √ √ 
3. Pajak Hiburan √ √ √ √ √ 
4. Pajak Reklame √ √ √ √ √ 
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) √ √ √ √ √ 
6. 
Pajak Mineral Bukan Logam & 
Batuan 
√ √ √ √ √ 
7. Paj. Bumi & Bang. Desa & Kota - √ √ √ √ 
8. BPHTB √ √ √ √ √ 
B. Retribusi Daerah 
1. Retribusi Pelayanan Kesahatan √ √ √ √ √ 
2. Ret. Pemeriksaan Kualitas Air √ √ √ √ √ 
3. Retribusi Pasar √ √ √ √ √ 
4. Ret. Peng. Biaya Cetak KTP √ √ √ √ - 
5. Ret. Peng. Biaya Cetak KK √ √ √ √ - 
6. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah √ √ √ √ √ 
7.  Retribusi Terminal (TPR) √ √ √ √ √ 




√ - - - - 
10. 
Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga 
√ √ √ √ √ 
11. 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) 
√ √ √ √ √ 
12. Retribusi Izin Gangguan (HO) √ √ √ √ √ 
13. Retribusi Izin Trayek √ √ √ √ √ 
14. 
Retribusi Penggantian Biaya Benih 
Ikan 
√ √ √ √ √ 
15. 
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 
(PKB) 
√ √ √ √ √ 
16. Retribusi Kebun Raya √ √ √ √ - 
17. Ret. Pem. Kepemilikan UTTP √ √ √ √ - 
18. Ret. Menara Telekomunikasi √ √ √ √ √ 
19. Retribusi Pondok Wisata Masemba - - √ √ - 
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C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1.  Bank Pembangunan Daerah (BPD) √ √ √ √ √ 
2. 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) 
√ √ √ √ √ 
3. Perusahaan Daerah Mata Allo √ √ - - - 
D. Lain-lain PAD Yang Sah 
1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah √ √ √ √ √ 
2. Jasa Giro √ √ √ √ √ 
3. Bunga Deposito √ √ √ √ √ 
4. 
Set. Kel. Pembayaran Kepada Pihak 
Ketiga Pen. Tim Tindak Lanjut (TB) 
√ √ √ √ - 
5. Lain-lain Pendapatan √ √ √ √ - 
6. Pendapatan dari Pengembalian √ √ √ √ √ 
7. Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP - - √ √  
8. 
Hasil Penjualan Gedung dan 
Bangunan 
- - - √ √ 
9. Dana Bos Satuan Pendidikan SD - - - - √ 
10. Dana Bos Satuan Pendidikan SMP - - - - √ 
11. 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan 
Pelaksanaan Pekerjaan (Bidang 
Hukum) 
- - - - √ 
Sumber: Bapenda Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017 
Objek Pajak Daerah pada tahun 2014-2017 bertambah dengan adanya 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dimana pada tahun sebelumnya belum 
dipungut. Pada objek Retribusi Daerah, Retribusi Pengadaan Biaya Cetak KTP dan KK 
sudah dihilangkan begitu pula dengan Retribusi Kebun Raya dan Retribusi 
Kepemilikan UTTP pada tahun 2017. Sedangkan Retribusi Pondok Wisata Masemba 
hanya dipungut retribusinya pada tahun 2015 dan 2016. Sumber penerimaan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Daerah Mata Allo 
tidak ada lagi mulai tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 objek Lain-lain PAD yang 
Sah bertambah yaitu Dana Bos Satuan Pendidikan SD dan SMP serta Pendapatan 




Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012 
 
No. Pendapatan Asli Darah Target (Rp) Realisasi (Rp) 
1 2 3 4 
Pajak Daerah 
1. Pajak Daerah 6.0000.000 29.483.750 
2. Pajak Restoran 28.200.000 49.005.250 
3. Pajak Hiburan 5.500.000 3.500.000 
4. Pajak Reklame 14.000.000 24.017.750 
5. Pajak Penerangan Jalan 1.388.000.000 1.841.413.529 
6. Pajak Peng. Bahan Galian Gol. “C” 362.300.000 488.149.804 
7. BPHTB 50.000.000 563.751.019 
 Jumlah 1.854.000.000 2.999.321.102 
Retribusi Daerah 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.050.577.000 4.966.299.257 
2. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air 573.000 3.025.000 
3. Retribusi Peng. Biaya Cetak KTP 5.000.000 29.645.000 
4. Retribusi Peng. Biaya Cetak KK 2.000.000 5.025.000 
5. Retribusi Pasar 424.056.619 475.770.000 
6. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 1.079.063.500 829.527.100 
7. Retribusi Terminal 47.290.000 37.004.400 
8. Retribusi Tempat Parkir 31.520.000 30.585.000 
9. Ret. Tempat Penginapan/Villa 29.000.000 32.500.000 
10. Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga 92.000.000 0 
11. Ret. Izin Mendirikan Bangunan 191.571.288 295.606.922 
12. Retribusi Izin Gangguan (HO) 71.575.000 59.824.468 
13. Retribusi Izin Trayek 12.000.000 15.910.000 
14. Ret. Penggantian Biaya Benih Ikan 23.575.000 53.365.000 
15. 
Ret. Biaya Adm. & Pelay. Dok. 
Lelang utk Pengadaan Kontruksi, 
Jasa Konsultasi Pengadaan Barang 
7.000.000 0 
16. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 45.000.000 55.429.700 
 Jumlah 9.111.801.407 6.897.025.547 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2.827.815.600 2.692.049.662 
2. Perus. Daerah Air Minum (PDAM) 50.000.000 200.000.000 
3. Perusahaan Daerah Mata Allo 50.000.000 0 
 Jumlah 2.927.815.600 2.892.049.662 
    
    
44 
 
1 2 3 4 
Lain-lain PAD yang Sah 
1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 20.622.500 0 
2. Jasa Giro 400.000.000 380.031.515 
3. Bunga Deposito 1.200.000.000 1.008.444.672 
4. 
Set. Kel. Pembayaran Kpd Pihak 
Ketiga Pen. Tim Tindak Lanjut (TB) 
1.200.000.000 1.100.243.714 
5. Lain-lain Pendapatan  3.810.000.000 6.256.555.565 
6. Pendapatan dari Pengembalian 30.000.000 7.262.500 
 Jumlah 6.660.622.500 8.752.537.966 
 Jumlah PAD 20.554.239.507 21.540.934.278 
Sumber: Bapenda Kabupaten Enrekang tahun 2012-2016 
Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Enrekang pada tahun 2012 melebihi targetnya.  Kontribusi UMKM di kawasan Gunung 
Nona pada tahun 2012 masih sangat kecil karena jumlah pajak yang dipungut mash 
sedikit. 
Tabel 4.5 
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013 
 
No. Pendapatan Asli Darah Target (Rp) Realisasi (Rp) 
1 2 3 4 
Pajak Daerah 
1. Pajak Hotel 6.000.000 15.859.500 
2. Pajak Restoran 28.200.000 46.239.000 
3. Pajak Hiburan 5.500.000 950.000 
4. Pajak Reklame 24.000.593 82.493.750 
5. Pajak Penerangan Jalan 1.584.000.000 2.455.747.807 
6. Pajak Mineral bkn Logam & Batuan 362.300.000 776.964.898 
7. BPHTB 31.000.000 35.676.050 
 Jumlah 2.041.000.593 3.413.931.005 
Retribusi Daerah 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.503.591.000 6.936.185.258 
2. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air 573.000 4.680.000 
3. Retribusi Peng. Biaya Cetak KTP 55.000.000 80.320.000 
4. Retribusi Peng. Biaya Cetak KK 17.000.000 24.125.000 
5. Retribusi Pasar 430.552.619 612.962.500 
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6. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 891.773.500 733.372.500 
7. Retribusi Terminal 44.190.000 32.532.000 
8. Retribusi Tempat Parkir 45.000.000 67.438.000 
9. Ret. Tempat Penginapan/Villa 29.000.000 39.500.000 
10. Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga 92.000.000 205.550.000 
11. Ret. Izin Mendirikan Bangunan 175.750.881 222.192.810 
12. Retribusi Izin Gangguan (HO) 69.625.000 59.739.752 
13. Retribusi Izin Trayek 6.000.000 8.990.000 
14. Ret. Penggantian Biaya Benih Ikan 47.000.000 69.935.000 
15. Ret. Pem. Kepemilikan UTTP 3.000.000 0 
16. Ret. Menara Telekomunikasi 29.787.500 0 
17. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 55.000.000 72.182.500 
 Jumlah 11.502.343.500 9.329.297.320 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2.827.815.600 2.720.422.551 
2. Perus. Daerah Air Minum (PDAM) 50.000.000 50.000.000 
3. Perusahaan Daerah Mata Allo 50.000.000 0 
 Jumlah 2.927.815.600 2.770.422.551 
Lain-lain PAD yang Sah 
1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 114.938.407 211.156.900 
2. Jasa Giro 400.000.000 519.312.312 
3. Bunga Deposito 1.200.000.000 1.781.216.109 
4. 
Set. Kel. Pembayaran Kpd Pihak 
Ketiga Pen. Tim Tindak Lanjut (TB) 
1.767.096.364 1.891.070.955 
5. Lain-lain Pendapatan  3.810.000.000 6.037.035.791 
6. Pendapatan dari Pengembalian 2.500.000 1.035.000 
 Jumlah 7.294.534.771 10.440.827.068 
 Jumlah PAD 23.765.694.464 25.954.477.944 
Sumber: Bapenda Kabupaten Enrekang tahun 2012-2016 
Berdasarkan tabel tersebut, pajak restoran dan penginapan mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya yang menandakan belum adanya perkembangan dari 
pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Enrekang. Dan juga belum ada 






Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 
 
No. Pendapatan Asli Darah Target (Rp) Realisasi (Rp) 
1 2 3 4 
Pajak Daerah 
1. Pajak Hotel 7.500.000 10.683.500 
2. Pajak Restoran 47.000.000 54.656.000 
3. Pajak Hiburan 5.000.000 5.475.000 
4. Pajak Reklame 83.000.000 107.788.425 
5. Pajak Penerangan Jalan 2.810.000.000 2.803.445.708 
6. Pajak Mineral bkn Logam & Batuan 500.000.000 1.045.289.555 
7. Pajak B&B Perdesaan & Perkotaan 1.900.000.000 1.983.194.625 
8. BPHTB 65.000.000 61.165.796 
 Jumlah 5.417.500.000 6.071.708.609 
Retribusi Daerah 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 19.964.178.963 10.768.619.122 
2. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air 5.000.000 5.505.200 
3. Retribusi Peng. Biaya Cetak KTP 5.000.000 4.865.000 
4. Retribusi Peng. Biaya Cetak KK 2.000.000 1.500.000 
5. Retribusi Pasar 643.450.000 775.963.750 
6. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 572.000.000 678.220.000 
7. Retribusi Terminal 40.000.000 46.876.000 
8. Retribusi Tempat Parkir 100.000.000 119.521.000 
9. Ret. Kebun Raya Maspul 17.500.000 24.260.000 
10. Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga 150.000.000 84.898.998 
11. Ret. Izin Mendirikan Bangunan 179.500.000 228.247.004 
12. Retribusi Izin Gangguan (HO) 53.300.000 79.042.901 
13. Retribusi Izin Trayek 7.500.000 7.135.000 
14. Ret. Penggantian Biaya Benih Ikan 45.000.000 64.190.000 
15. Ret. Pem. Kepemilikan UTTP 3.000.000 10.134.657 
16. Ret. Menara Telekomunikasi 150.000.000 479.854.687 
17. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 20.000.000 14.624.600 
 Jumlah 21.957.428.963 13.393.457.919 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2.862.293.695 2.862.293.695 
2. Perus. Daerah Air Minum (PDAM) 50.000.000 50.000.000 
3. Perusahaan Daerah Mata Allo 0 0 







1 2 3 4 
Lain-lain PAD yang Sah 
1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 150.000.000 103.249.500 
2. Jasa Giro 400.000.000 1.220.008.725 
3. Bunga Deposito 1.942.936.108 4.976.059.568 
4. 
Set. Kel. Pembayaran Kpd Pihak 
Ketiga Pen. Tim Tindak Lanjut (TB) 
1.200.000.000 1.176.720.272 
5. Lain-lain Pendapatan  3.660.000.000 4.090.689.856 
6. Pendapatan dari Pengembalian  1.000.000 957.500 
 Jumlah 7.353.936.108 11.567.685.421 
 Jumlah PAD 37.641.158.766 33.945.145.644 
Sumber: Bapenda Kabupaten Enrekang tahun 2012-2016 
Berdasarkan tabel tersebut jumlah target Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 
lebih besar daripada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pun meningkat, namun 
tidak mencapai targetnya. 
Tabel 4.7 
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 
 
No. Pendapatan Asli Darah Target (Rp) Realisasi (Rp) 
1 2 3 4 
Pajak Daerah 
1. Pajak Hotel  10.000.000 15.521.500 
2. Pajak Restoran 50.000.000 54.269.000 
3. Pajak Hiburan 7.000.000 6.500.000 
4. Pajak Reklame 83.000.000 136.042.180 
5. Pajak Penerangan Jalan 3.400.000.000 3.132.806.449 
6. Pajak Mineral bkn Logam & Batuan 1.000.000.000 1.506.837.618 
7. Pajak B&B Perdesaan & Perkotaan 2.500.000.000 2.328.940.739 
8. BPHTB 80.000.000 159.453.050 
 Jumlah 7.130.000.000 7.340.370.536 
Retribusi Daerah 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 17.626.256.960 12.842.280.900 
2. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air 7.500.000 5.709.600 
3. Retribusi Peng. Biaya Cetak KTP 5.000.000 0 
4. Retribusi Peng. Biaya Cetak KK 2.000.000 0 
5. Retribusi Pasar 644.450.000 862.989.500 
6. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 593.500.000 748.028.000 
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7. Retribusi Terminal 40.000.000 36.726.000 
8. Retribusi Tempat Parkir 120.000.000 157.866.000 
9. Ret. Kebun Raya  30.000.000 30.620.000 
10. Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga 144.500.000 113.100.000 
11. Ret. Izin Mendirikan Bangunan 188.200.000 272.782.250 
12. Retribusi Izin Gangguan (HO) 75.000.000 112.924.933 
13. Retribusi Izin Trayek 7.500.000 7.950.000 
14. Ret. Penggantian Biaya Benih Ikan 100.000.000 153.460.000 
15. Ret. Pem. Kepemilikan UTTP 3.000.000 0 
16. Ret. Menara Telekomunikasi 190.000.000 185.219.398 
17. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 20.000.000 22.501.100  
18. Ret. Pondok Wisata Masemba 5.500.000 5.500.000 
 Jumlah 19.802.406.960 15.557.637.681  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 5.000.000.000 3.337.902.299 
2. Perus. Daerah Air Minum (PDAM) 50.000.000 50.000.000 
 Jumlah 5.050.000.000 3.387.902.299 
Lain-lain PAD yang Sah 
1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 200.000.000 130.558.200 
2. Jasa Giro 800.000.000 1.719.419.117 
3. Bunga Deposito 9.000.000.000 11.166.715.888 
4. 
Set. Kel. Pembayaran Kpd Pihak 
Ketiga Pen. Tim Tindak Lanjut (TB) 
 1.200.000.000 1.421.920.556 
5. Lain-lain Pendapatan  5.000.000.000 9.630.283.076 
6. Pendapatan dari Pengembalian 1.000.000 930.000 
7. Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP 7.674.079.794 0 
 Jumlah 23.875.079.794 24.069.826.837 
 Jumlah PAD 55.857.486.754 50.355.757.354 
Sumber: Bapenda Kabupaten Enrekang tahun 2012-2016 
Pendapatan Asli Daerah pada tabel di atas juga menunjukkan penambahan 
target pendapatan asli daerah namun realisasi juga tidak mencapai target. Pada target 
pajak restoran pada tahun 2015 bertambah 50.000.000, namun realisasinya tidak jauh 
berbeda dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan pajak hotel yang target dan 





Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 
 
No. Pendapatan Asli Darah Target (Rp) Realisasi (Rp) 
1 2 3 4 
Pajak Daerah 
1. Pajak Hotel 12.000.000 16.371.000 
2. Pajak Restoran 50.000.000 55.834.000 
3. Pajak Hiburan 10.000.000 9.500.000 
4. Pajak Reklame 83.000.000 131.077.550 
5. Pajak Penerangan Jalan 3.100.000.000 3.357.579.512 
6. Pajak Mineral bkn Logam & Batuan 1.700.000.000 2.417.429.369 
7. Pajak B&B Perdesaan & Perkotaan 2.500.000.000 2.616.018.576 
8. BPHTB 282.000.000 543.593.700 
 Jumlah 7.737.000.000 9.147.403.707 
Retribusi Daerah 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 19.964.247.500 16.866.601.009 
2. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air 5.000.000 2.826.000 
3. Retribusi Pasar 1.023.200.000 937.737.000 
4. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 545.500.000 809.845.000 
5. Retribusi Terminal 40.000.000 26.304.000 
6. Retribusi Tempat Parkir 138.000.000 173.621.000 
7. Ret. Kebun Raya  30.000.000 30.961.000 
8. Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga 360.000.000 400.3000.000 
9. Ret. Izin Mendirikan Bangunan 213.450.000 300.387.344 
10. Retribusi Izin Gangguan (HO) 89.600.000 107.292.700 
11. Retribusi Izin Trayek 10.000.000 1.675.000 
12. Ret. Penggantian Biaya Benih Ikan 160.000.000 185.280.000 
13. Ret. Menara Telekomunikasi 0 0 
14. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 25.000.000 36.484.000 
15. Ret. Pondok Wisata Masemba 5.500.000 0 
 Jumlah 22.609.497.500 19.879.314.053 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 4.751.158.746 4.751.158.746 
2. Perus. Daerah Air Minum (PDAM) 50.000.000 75.000.000 
 Jumlah 4.801.158.746 4.826.158.746 
    
    
1 2 3 4 
Lain-lain PAD yang Sah 
1. Hasil Penjualan Gedung & Bangunan 0 0 
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2. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 200.000.000 29.922.031 
3. Jasa Giro 2.500.000.000 1.510.511.439 
4. Bunga Deposito 9.000.000.000 8.523.386.498 
5. 
Set. Kel. Pembayaran Kpd Pihak 
Ketiga Pen. Tim Tindak Lanjut (TB) 
1.200.000.000 2.930.709.012 
6. Lain-lain Pendapatan  6.500.000.000 7.784.983.316 
7. Pendapatan dari Pengembalian 1.000.000 835.840 
8. Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP 9.314.719.139 0 
 Jumlah 28.715.719.139 20.780.348.136 
 Jumlah PAD 63.863.375.385 54.633.224.642 
Sumber: Bapenda Kabupaten Enrekang tahun 2012-2016 
Tabel di atas menunjukkan seperti 2 tahun sebelumnya bahwa target dan 
realisasi meningkat, namun realisasi 3 tahun terakhir tidak mencapai target PAD. Juga 
menunjukkan bahwa adanya penambahan target PAD pada objek pajak restoran dan 
hotel dimana realisasinya melebihi target. Ada indikasi bahwa UMKM di Gunung 
Nona juga memberikan kontribusi dari tahun 2014 sampai 2016 karena peningkatan 
target dan realisasi pada pajak hotel dan restoran. 
4. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Enrekang 
Indeks Harga Implisit PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk 
mengetahui tingkat inflasi/deflasi suatu daerah/region pada suatu periode tertentu. 
Indeks Harga Implisit Kabupaten Enrekang pada tahun 2015 sebesar 144,65 persen dan 
tahun 2016 sebesar 151,34 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Enrekang sebesar 7,6 persen merupakan interaksi dari tiap-tiap sektor ekonomi seperti 
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri 
Pengolahan; Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; 
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Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa 
Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Adm. Pemerintahan Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 
Jasa Lainnya.47 
Tabel 4.9 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 
Lapangan Usaha di Kabupaten Enrekang (juta rupiah), 2013-2016 
 
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 




1.761.431,85 1.975.405,88 2.224.716,70 2.547.130,94 
Pertambangan dan 
Penggalian 
126.924,21 165.602,18 195.297,21 217.821,79 
Industri Pengolahan 508.854,14 585.660,61 646.573,21 716.943,02 
Pengadaan Listrik 
dan Gas 




dan Daur Ulang 
4.370,18 3.637,16 3.719,94 4.058,10 
Kontruksi 476.649,85 520.289,76 589.166,52 664.951,36 
Perdagangan Besar 
dan Eceran 
337.399,85 360.847,12 415.602,01 481.714,60 
Transportasi dan 
Pergudangan 




26.827,93 34.631,72 37.977,37 41.345,52 
Informasi dan 
Komunikasi 
139.040,88 143.264,06 149.781,62 
      
170.798,48 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 
108.202,92 123.969,91 140.765,74 166.106,98 
                                                             
47 Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017, hal. 402 
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1 2 3 4 5 
Real Estate 107.731,83 127.031,05 150.412,39 165.394,72 




314.851,34 350.666,57 409.735,77 421.253,96 
Jasa Pendidikan 76.628,66 81.917,57 409.735,77 421.253,96 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 
69.857,11 80.269,66 93.711,10 103.063,72 
Jasa Lainnya 18.414,89 21.521,83 24.983,13 25.908,86 
Total PDRB 4.119.563,51 4.631.503,26 5.240.376,39 5.901.552,14 
Sumber: BPS Kabupaten Enrekang 2017 
PDRB Kabupaten Enrekang menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 
Berlaku tahun 2016 tercatat sebesar 5.901.552,14 juta rupiah. Bila dibandingkan 
dengan tahun 2015, maka terdapat kenaikan dari 5.240.376,31 juta rupiah menjadi 
3.899.612,41 juta rupiah atau naik sebesar 7,6 persen dari keadaan perekonomian tahun 
2015. 
5. Objek Pariwisata Kabupaten Enrekang 
Terdapat banyak tempat wisata di Kabupaten Enrekang. Tahun 2016, lebih dari 50.000 
wisatawan mengunjungi Kabupaten Enrekang. Jumlah wisatawan asing pada tahun 
2016, 47 lebih rendah daripada 546 pada tahun 2015. Hal ini perlu diperhatikan oleh 
pemerintah dan instansi terkait untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten 
Enrekang. Sebaliknya, wisatawan domestik meningkat signifikan pada tahun 2016. 
Jumlah pengunjung domestik pada tahun 2016 adalah 57.185 lebih banyak dari 5.035 
pada tahun 2015.48 Setiap kecamatan di Kabupaten Enrekang memiliki objek wisata 
masing-masing. Contohnya di Kecamatan Anggeraja, terdapat beberapa tempat wisata 
yang terkenal yang akan diuraikan pada tabel berikut: 
                                                             




Objek-objek Wisata di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 





1. Gunung Nona Panorama Alam Bambapuang 15  
2. Bambapuang Tempat Trekking Bambapuang 15 
3. Situs Tontonan Mandu Tanete 27  
4. Resting House Tindalan Panorama Alam Tindalun 17  
5. Lagandang Air Terjun Bambapuang 15 
6. 
Bambapuang Villa & 
Spa 







8. Gua Maupa 
Stalaktit & 
Stalakmit 




Kuburan Kuno Tantete 26  
10. Gua Masigi 
Stalaktit & 
Stalakmit 
Salu Dewata 25 







Air terjun Singki 19  
13. 
Panorama Alam Buntu 
Kambelan 
Panorama Alam Singki 19 
14. 















17. Situs Batu Noni 
Peningga/lan 
Prasejarah 
Batu Noni 27 
18. Komplek Makam Tua Makam Tua Tampo 26 
19. Pemukiman Tua Pemukiman Tua Tampo 26 
20. Cekong Panorama Alam Tanete 26 
Sumber: Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2017 
Selain kedua puluh tempat wisata di atas, ada juga Buttu Macca  di Desa 
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Bambapuang dan Dante Pine di Desa Tanete yang merupakan tempat wisata yang 
sedang hits. Kedua tempat tersebut seperti Cekong yang menawarkan tempat-tempat 
selfie dengan latar belakang panorama alam. Selain di Kecamatan Anggeraja terdapat 
juga banyak objek wisata di Kecamatan lainnya seperti, Kecamatan Maiwa memiliki 
16 objek wisata, Kecamatan Enrekang memiliki 16 objek wisata, Kecamatan Baraka 
memiliki 13 objek wisata, Kecamatan Anggeraja memiliki 20 objek wisata, Kecamatan 
Alla memiliki 10 objek wisata, Kecamatan Cendana memiliki 3 objek wisata, 
Kecamatan Bungin memiliki 2 objek wisata, Kecamatan Malua memiliki 4 objek 
wisata, Kecamatan Buntu Batu memiliki 3 objek wisata, Kecamatan Curio memiliki 9 
objek wisata, Kecamatan Masalle memiliki 5 objek wisata, Kecamatan Baroko 
memiliki 13 objek wisata.49 
6. Profil Gunung Nona  
Buntu Kabobong / Gunung Nona merupakan objek wisata alam yang paling 
terkenal di Bumi Massenrempulu, bahkan objek wisata ini sudah mendunia dan sudah 
dikenal banyak orang. Memang Buttu Kabobong bukan tujuan wisata dan hanya 
persinggahan wisata asing yang hendak ke Tanah Toraja namun destinasi wisata Buntu 
Kabobong seakan memaksa para turis untuk singgah menikmati keindahan Buntu 
Kabobong, mengabadikannya untuk dikoleksi dan di bawa pulang ke negara masing-
masing. 
Gunung Nona yang berjarak sekitar 16 km dari Kota Enrekang arah utara 
menuju Tana Toraja atau berada sekitar 240 km di arah utara Kota Makassar tepatnya 
di Dusun Kotu, Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja, Kabupaten Enrekang Sulawesi 




selatan juga merupakan destinasi wisata yang tidak hanya indah untuk dipandang 
namun juga dikenal karena keunikannya. 
Dibalik keindahan dan keunikan Buntu Kabobong tersirat cerita dan sejarah 
yang melegenda. Konon dahulu kala ada seorang Putri Raja Soppeng yang murka 
terhadap pernikahannya karena Sang Putri dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang 
lelaki yang tidak ia kenal sama sekali. 
Lelaki itu adalah seorang putra pewaris tahta dari Kerajaan Suppa. Sang Putri 
yang tidak setuju dengan perjodohan itu akhirnya melarikan diri kearah utara dan 
sampai di Anggeraja, disana ia bertemu dengan lelaki yang bernama Tandu Mataranna 
Enrekang Laki Barakkanna Puang. 
Singkat cerita, Sang Putri berhasil ditemukan oleh prajurit utusan Sang Ayah. 
Sang Putri ditebas oleh salah seorang prajurit yang ingkar janji, dimana perjanjiannya 
Sang Putri harus dibawa pulang dalam keadaan hidup. Tubuh Sang Putri terbelah dua. 
Konon belahan tubuh Sang Putri inilah yang menjadi Buntu Kabobong. Dan belahan 
lainnya yaitu dari pusat hingga kepala hanyut di Sungai Mata Allo. 
Dilain versi diceritakan bahwa konon dahulu kala di kaki Gunung Bambapuang 
terdapat sebuah kerajaan yang bernama Tindalaun yang dipimpin oleh seorang raja 
keturunan dari ‘To Manurung’ yang bernama Kalando Palana. Kerajaan Tindalaun yang 
setiap tahunnya memiliki peningkatan perekonomian yang cukup pesat sehingga 
kehidupan mereka menjadi makmur dan sejahtera. 
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Namun kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat Kerajaan Tindalaun itu juga 
membuat mereka jadi lupa diri. Kehidupan hura-hura, boros dan selalu bersenang-
senang bahkan sampai perzinaan mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat dan 
keluarga Sang Raja. Sang Raja mulai khawatir karena kehidupan sosial masyarakatnya 
yang tidak terkendali bisa membuat Tuhan Sang Pencipta jadi murka. 
Sampai pada akhirnya kekhawatiran Sang Raja terjadi, Tuhan murka dan 
menurunkan bencana yang sangat besar dan menghancurkan Kerajaan Tindalaun. 
Setelah terjadinya bencana itu maka muncullah Buntu Kabobong yang merupakan 
jelmaan dari manusia yang dilaknat Tuhan Sang Pencipta. 
Kedua cerita diatas hanya sebagian dari banyak versi yang berbeda di kalangan 
masyarakat maspul. Namun pada prinsipnya dari legenda dan cerita Buntu Kabobong 
(Gunung Nona) memiliki makna dan pesan moral tersendiri.50 
7. Usaha Menengah Kecil Masyarakat (UMKM) di Kawasan Gunung Nona 
Kawasan Gunung Nona yang hanya dapat dinikmati keindahannya dari jauh 
tersebut membuat para pemilik UMKM berlomba-lomba menyediakan tempat makan 
yang nyaman maupun penginapan untuk memfasilitasi para wisatawan. Di kawasan 
Gunung Nona terdapat 17 rumah makan, 3 penginapan dan 2 kios yang menjual kue 
oleh-oleh khas Kabupaten Enrekang. Ada juga beberapa kios yang khusus menjajakan 
berbagai oleh-oleh khas Kabupaten Enrekang. Berikut adalah daftar UMKM yang 
berada di kawasan Gunung Nona: 
 
                                                             
50 http://www.anakmaspul.com/2016/06/buttu-kabobong-gunung-nona-enrekang.html, diakses 18 




Usaha Menengah Kecil Masyarakat yang terdapat di kawasan Gunung Nona 
No. Nama Tempat Kategori 
Rata-rata Omset 
per Bulan (Rp) 
1. RM Bamba Puang 
Rumah makan + oleh-
oleh 
2.000.000 
2. RM Pesona Alam Rumah makan 20.000.000 
3. RM Jamez 
Rumah makan + 
souvenir + oleh-oleh 
Privasi 
4. RM Puncak Indah 
Rumah makan + 
penginapan 
10.000.000 
5. RM Bukit Indah Rumah makan 8.000.000 
6. RM Bukit Kenangan 
Rumah makan + 
penginapan + selfie 
corner 
60.000.000 
7. RM Ragu Rumah makan 5.000.000 
8. RM Sulis 
Rumah makan + oleh-
oleh 
10.000.000 
9. RM Metra Jaya Rumah makan Tidak diketahui 
10. RM Safira Rumah makan Tidak diketahui 
11. RM Buntu Kabobong Rumah makan Tidak diketahui 
12. RM Nayla 
Rumah makan + oleh-
oleh 
2.000.000 
13. RM Solatta Rumah makan 15.000.000 
14. RM Mutiara Lura Rumah makan 2.000.000 
15. RM Gapura Rumah makan 20.000.000 
16. RM Gunung Nona Indah 
Rumah makan + oleh-
oleh + kafe 
30.000.000 








19. Warung Mama Putri Warung makan Tidak diketahui 
20. Resting House 




Sumber: Hasil wawancara (Data diolah) tahun 2017 
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 Rumah makan Jamez adalah salah satu rumah makan yang sudah lebih dari 20 
tahun berdiri. Dulunya rumah makan ini bernama Persinggahan Gunung Nona. Karena 
telah lama berdiri, tentu rumah makan ini sudah cukup terkenal oleh wisatawan yang 
sering berkunjung ke kawasan Gunung Nona. Tempatnya juga cukup menarik untuk 
menikmati indahnya pemandangan Gunung Nona. Omset yang diterima juga tentunya 
cukup besar, namun pemilik rumah makan tersebut tidak bersedia untuk 
mengemukakan nominal omset yang dia terima. Adapun RM Metra Jaya, RM Safira 
dan RM Buntu Kabobong tidak dapat dimintai keterangan karena warungnya tutup dan 
ada yang tidak bersedia untuk diwawancarai. 
 Selain itu terdapat juga warung Mama Putri. Warung ini berdiri kurang lebih 7 
tahun, namun karena keterbatasan modal, warung ini hanya menyediakan menu ala 
kadarnya yaitu mie instan dan minuman-minuman lainnya. Oleh karena itu, jika sedang 
banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gunung Nona atau musim liburan 
telah tiba, maka omset yang dicapai pemilik warung hanya sekitar 1 juta rupiah per 
bulan dan itupun tidak menentu karena sangat sedikit pengunjug yang singgah di 
warung ini. 
 Selanjutnya Resting House atau Bambapuang Villa dan Spa yang sedang dalam 
perbaikan dan pengembangan sehingga belum bisa beroperasi sebagaimana mestinya. 
Tempat peristirahatan yang dikelola oleh pemerintah ini cukup besar dan berkelas jika 
dibandingkan dengan UMKM yang berada disekitarnya. Tempat ini pernah menjadi 
tempat peristirahatan rombongan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat 
berkunjung ke Kabupaten Enrekang. 
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 Semua omset yang dikemukakan oleh pemilik UMKM adalah omset yang 
diperoleh apabila sedang ramai oleh pengunjung pada momen-momen tertentu, 
misalnya musim libur sekolah ataupun libur hari raya. Jika tidak ada momen, para 
pemilik UMKM mengaku bahwa rumah makan ataupun penginapan mereka sepi 
pengunjung yang tentunya berpengaruh pada pendapatannya. 
 
B. Kontribusi Wisata Alam Gunung Nona 
Gunung Nona sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten 
Enrekang, objek pajaknya adalah pajak rumah makan dan penginapan. Dalam Perda 
Kabupaten Enrekang disebutkan bahwa tarif pajak hotel/penginapan dan 
restoran/rumah makan adalah 10% berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau 
yang seharusnya diterima hotel ataupun restoran.51 Namun, di kawasan Gunung Nona 
belum menggunakan bill (bon penjualan) untuk setiap transaksi, maka penghitungan 
tarif wajib pajak diambil berdasarkan wawancara langsung petugas dengan menghitung 
rata-rata penghasilan per bulannya.52 Untuk menghitung kontribusinya digunakan 
rumus : 
𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐺𝑢𝑛𝑢𝑛𝑔 𝑁𝑜𝑛𝑎





                                                             
51 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Bab II Jenis 
Pajak. 
52 Kepala Badan Pendapatan Daerah, wawancara 27 Oktober 2017 
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Adapun kontribusi dari rumah makan dan penginapan (UMKM) dikawasan Gunung 
Nona adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Kontribusi Rumah Makan dan Penginapan di Kawasan Gunung Nona 
Tahun 2017 
 
No. Nama Tempat Kontribusi per Bulan (Rp) 
1. RM Bamba Puang 30.000 
2. RM Pesona Alam 30.000 
3. RM Jamez 50.000 
4. RM Puncak Indah 30.000 
5. RM Bukit Indah 50.000 
6. RM Bukit Kenangan 50.000 + 75.000 
7. RM Ragu 25.000 
8. RM Sulis 35.000 
9. RM Metra Jaya 30.000 
10. RM Safira Tidak diketahui 
11. RM Buntu Kabobong 30.000 
12. RM Nayla 20.000 
13. RM Solatta 30.000 
14. RM Mutiara Lura Belum terdaftar oleh pemerintah 
15. RM Gapura 10.000 
16. RM Gunung Nona Indah 30.000 
17. Kios Mandiri 30.000 
18. Kios Ma’tika 30.000 
19. Warung Mama Putri 
Penghasilan tidak mencapai 
standar wajib pajak 
20. Resting House Dalam tahap renovasi 
 Total Kontribusi per Bulan 585.000 
 Total Kontribusi per Tahun 7.020.000 
Sumber: Hasil wawancara (Data diolah) tahun 2017 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pajak yang dikenakan setiap rumah makan 
atau restoran maupun penginapan berbeda-beda dan menunjukkan adanya kesepakatan 
antara pemilik dan petugas pajak. Adapun yang tidak membayar pajak adalah rumah 
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makan yang pendapatannya dikatakan tidak memenuhi standar untuk dipungut 
pajaknya dan belum terdaftar di pemerintah. Resting House yang pengelolaannya 
langsung ditangani oleh pemerintah belum memberikan banyak kontribusi dan dalam 
tahap pembangunan selama 2017. Diharapkan setelah pembangunan, pada tahun 2018 
Resting House bisa memberi banyak kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.53 
 Pajak rumah makan dan penginapan yang dipungut akan mempengaruhi jumlah 
Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Namun permasalahan meningkat atau 
tidaknya juga dibutuhkan peran pemerintah didalam hal ini. Jika Bapenda memungut 
pajak berdasarkan Peraturan Daerah, maka potensi pajak yang dipungut cukup besar, 
namun seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa di Kawasan Gunung Nona 
tersebut belum dipungut pajak 10% karena belum memenuhi syarat. Berikut adalah 
tabel realisasi kontribusi UMKM di kawasan wisata Alam Gunung Nona dalam kurun 
waktu lima tahun beserta potensi jika dipungut berdasarkan aturan:  
Tabel 4.13 











1. 2013 25.954.477.944 6.120.000 236.400.000 
2. 2014 33.945.145.644 6.480.000 260.400.000 
3. 2015 50.355.757.354 6.720.000 262.800.000 
4. 2016 54.633.224.642 7.020.000 268.800.000 
5. 2017 102.971.017.420 7.020.000 268.800.000 
Sumber: Hasil wawancara (Data diolah) tahun 2017 
                                                             
53 Kepala Badan Pendapatan Daerah, wawancara 27 Oktober 2017 
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Peningkatan kontribusi yang diberikan oleh rumah makan dan penginapan di 
kawasan Gunung Nona dari tahun ke tahun tidak begitu pesat. Peningkatan pun 
dikarenakan adanya penambahan rumah makan yang membayar pajak bukan dari 
meningkatnya jumlah pengunjung yang juga akan mempengaruhi jumlah pendapatan 
rata-rata dan pajak. Jumlah kontribusi tersebut juga tidak maksimal karena Resting 
House sebagai tempat yang paling berpotensi untuk dikunjungi justru belum bisa 
memberikan kontribusinya dikarekan  fasilitas dan pengelolaannya yang masih dalam 
perbaikan dan pengembangan. Namun, apabila dikenakan pajak 10%, maka sumber 
penerimaan pajak dari UMKM kawasan Gunung Nona ini sangat membantu 
Pendapatan Asli Daerah. 
Kawasan wisata alam Gunung Nona ini sebenarnya bisa memberikan lebih banyak 
lagi kontribusi apabila pemerintah lebih giat dalam perbaikan dan pengembangan 
wisata alam ini. Bukan tidak mungkin, karena kawasan ini juga merupakan jalan utama 
menuju Kabupaten Toraja sehingga turis-turis yang hendak ke Kabupaten Toraja juga 
bisa singgah dibeberapa titik yang berpotensi sebagai tampat untuk menikmati 
pemandangan yang fenomena ini. Dan tak kalah pentingnya juga bahwa oleh-oleh khas 
kabupaten Enrekang juga sangat berpotensi untuk menarik minat wisatawan. Maka 
diperlukan promosi yang lebih luas dan menarik agar semakin banyak pengunjung 
yang membeli oleh-oleh tersebut yang juga dengan peningkatan penghasilan rata-rata 
juga akan meningkatkan pajak. Jika pemerintah belum bisa mengembangkan sendiri 
potensi wisata ini, maka dalam hal ini bisa dibangun kerjasama dengan pemuda pemudi 
Kabupaten Enrekang yang dapat dikatakan mereka cukup kreatif. Dan pemerintah 




C. Pemungutan Pajak di Kawasan Gunung Nona dalam Perspektif Islam 
Studi terhadap al-Qur’an, Hadis dan praktik yang dijalankan oleh Nabi, 
kesepakatan para khulafaur rasyidin, pendapat para fuqaha Islam dan pengalaman 
negara-negara sepanjang sejarah menunjukkan ditemukannya beberapa jenis justifikasi 
yang memungkinkan negara Islam menarik pajak duniawi atau ekstra-syariah di 
samping zakat untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan darurat dan untuk mendanai 
pengeluaran raksasa bagi program kesejahteraan mereka. Justifikasi tersebut 
dikemukakan oleh para ilmuwan berdasarkan hal-hal berikut ini:  
Pertama, Perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang diakibatkan revolusi 
industry dan kemajuan yang dibawa ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat negara 
Islam modern membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pengeluaran raksasa 
bagi tanggung jawab negara yang bercabang-cabang sangat banyak. Hal ini 
mengharuskan negara memungut pajak untuk menambah penerimaannya agar dapat 
mendanai kebutuhan pengeluarannya yang terus meningkat. 
Kedua, mengenai dana zakat sudah ditentukan peruntukkannya oleh Al-Qur’an 
dan tidak boleh ada kebijakan untuk menggunakan dana zakat bagi kepentingan diluar 
yang telah ditetapkan Al-Qur’an. Oleh karena itu, pemerintah negara Islam harus 
memungut pajak disamping zakat untuk membiayai keperluannya diluar pengeluaran 
yang dapat dipenuhi zakat. 
Ketiga, dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2:219) : 
                               




Terjemahnya :  
Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu 
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 
berfikir 
Dari kata ”afw” (lebih dari keperluan) yang digunakan di dalam ayat ini, banyak 
ilmuwan seperti Maulana Maududi memahami bahwa ayat itu memberi tempat bagi 
pajak disamping zakat. 
Keempat, ada sebuah hadis yang sangat terkenal yang menyatakan : “Ada 
kewajiban atas harta seseorang itu selain zakat.” Hadis ini ditafsiri oleh para ilmuwan 
sebagai izin bagi negara Islam untuk memungut pajak disamping zakat jika negara 
memerlukan dana bagi kebutuhan pengeluarannya. Para fuqaha masa lalu sepakat 
bahwa pemerintah negara Islam dapat menarik pajak ekstra-syariah atau sumbangan 
wajib jika terjadi keadaan darurat seperti perang, banjir, gempa bumi, angin topan, 
epidemic, dan sebagainya.  
Kelima, sejarah menjadi saksi bahwa pajak, disamping zakat dipungut pula di 
masa awal Islam. Khalifah Umar ra. menetapkan pajak impor yang disebut usyr di 
masanya. 
Keenam, termasuk prinsip utama didalam yurisprudensi Islam bahwa apa saja 
yang dimaksudkan untuk kesejahteraan kaum muslimin dapat dilakukan asal tidak 
secara tegas dilarang oleh al-Qur’an maupun as-Sunnah serta tidak pula melanggar 
aturan Islam yang manapun. 54 
                                                             




Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama, alasan utamanya 
adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak cukup untuk 
membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka 
akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu 
kewajiban. 
Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan 
bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan 
spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi 
tiga kriteria:  
4. Pajak dikenankan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar 
diperlukan untuk merealisasikan maqasid (tujuan) syariah. 
5. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat 
untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang 
yang mampu membayar. 
6.  Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang 
karenanya pajak diwajibkan55 
Jenis pajak yakni Kharaj, Jizyah, pajak impor dan yang lainnya, yang menjadi 
sumber besar bagi penerimaan negara, dibelanjakan oleh negara Islam untuk 
membiayai pertahanan, administrasi umum, pekerjaan publik, dan semua pengeluaran 
lain yang tidak dapat dibayar dengan dana  zakat.56 
 
                                                             
55Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Kenegaraan, hal. 330.  
56 Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar, Kencana : 2016, hal:277 
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Di Kabupaten Enrekang, pemungutan pajak yang merupakan sumber 
penerimaan pendapatan asli daerah akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang dimana APBD ini akan dialokasikan untuk kepentingan 
umum di Kabupaten Enrekang. Jumlah pajak yang harus dibayar setiap bulannya 
ditentukan dan disepakati oleh pihak Bapenda dan pemilik UMKM melalui wawancara 
langsung karena pemungutan pajak 10% dari pendapatan UMKM belum bisa 
diterapkan di Kabupaten Enrekang. Adapun pajak yang  tertunda pada bulan yang 
bersangkutan tidak dapat dibayar akan terhitung utang pada bulan berikutnya dan hal 
ini pun telah menjadi kesepakatan. 
Berdasarkan fakta tersebut, pemungutan pajak di rumah makan dan penginapan 
di  kawasan Gunung Nona yang dipungut berdasarkan kesepakatan antara pihak 
pemungut pajak dan pemilik usaha menunjukkan tidak adanya paksaan dalam 
menetukan jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Selain itu, pajak tersebut juga 
digunakan untuk APBD (Anggaran Pendapatan belanja Daerah) yang merupakan dana 
yang dialokasikan untuk kepentingan umum. Secara sistematis, pemungutan pajak di 
Kabupaten Enrekang dibolehkan dalam Islam karena berdasarkan kesepakatan dan 
penggunaannya pun untuk kepentingan umum. Dalam Islam, pemungutan pajak ini 
termasuk golongan Daribah dimana jenis pendapatannya resmi, objek pajaknya adalah 













Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi wisata alam Gunung Nona 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Enrekang dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kontribusi yang diberikan oleh UMKM yang  berada di kawasan wisata alam 
Gunung Nona dalam kurun waktu 5 tahun yakni 2013 sampai dengan 2017 belum 
maksimal.  
Pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang dalam Islam dibolehkan karena tidak 
adanya unsur paksaan dalam jumlah pajak yang harus dibayarkan dan berdasarkan 
kesepakatan bersama dari rata-rata pendapatan UMKM setiap bulannya. Dalam 
pengalokasiannya pun pajak yang dipungut tersebut akan dimasukkan dala APBD 
dimana anggaran tersebut merupakan untuk kepentingan umum. 
 
B. Saran 
1. Diperlukan adanya program agar setiap pemilik UMKM bisa menunjukkan 
catatan pemasukan dan pengeluaran secara transparan kepada pihak pemungut 
pajak guna pemungutan yang adil dan jujur serta meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Enrekang 
2. Kawasan wisata Alam Gunung Nona yang merupakan tempat wisata yang 
paling terkenal di Enrekang seharusnya dapat memberikan kontribusi yang 
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banyak. Dikarenakan gunung ini bukanlah tempat mendaki seperti gunung 
lainnya, pemerintah Kabupaten Enrekang seharusnya menggali potensi wisata 
lainnya yang dapat menarik wisatawan seperti permainan-permainan alam yang 
sedang tren digandrungi oleh para traveler. 
3. Mengadakan acara tahunan yang dapat menarik minat wisatawan namun juga 
tak bertentangan dengan aturan Islam. 
4. Jika telah ada pengembangan yang dilakukan terhadap potensi-potensi 
wisatanya, maka perlu dipublikasi secara meluas utamanya melalui media 
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